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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1976
TENTANG'
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA s

bahwa Bantuan Pembangunnn Desa sebagaimana démanya' telah digedia~

\

~ kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

1976/1977 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan da-

. lam rangka pembinaan dab pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong

b.

1.

. 2.

3.

masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa ;.

bahwa sehubungan dengen itu dipsgdang perlu uatuk mengeluarkan ing-
truksi Presiden yang memuat keﬁenman-kebenmap sebagai pedoman pe-
laksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;_ : ' -

»

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1045 :

Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-
an Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambghan
Lembaran Negara Nomor 3037) ; ‘

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentahg Anggaran Pendapata.n dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 (Le mbaran Negara Tahun

- 1976 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070);
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Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubsran Kabinet
Pembangunan I dan' Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangun-

" an Lima Tahun Kedua (REPELITA H) Tahun 1974/1975 - 197 8/1979 ;

6,
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8.

1.

2.

3.

Kepums'an\ Presiden Nomor 44 Tahun 1274 teﬂtang Pokok-pokok Orga~
nisasi Departemen ; ' : ’

Keputusan Presiden Nomor 45 Tabun 1974 tentang Susunan Organisasi
Departemen ; ‘

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksa-

naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/

' "MENGIN—STRUKSIKAN :

Menteri Dalam Ne geri;
Menteri Keuangan ;

Menteri Negara Ekcnomi, Keuangan dan ﬁzdustri/I{ema' Badan Peren~

'. canaan Pembangunan Nasional,

Untuk: *nedsgeen



Untuk

Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Istruksi Presiden ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangundn Desa. Tahun 1976/1977 -
se bagai berikut :

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

a. Desa, ialah Desa dan Masyarakat hukum yang setingkat dengan nama
asli lainnya dalam pengertian ’oerrltomal administratif langsung dibsi~
wah Kecamatan ;

b. Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, 1alah bantu-
an yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta-
hun Anggaran 1976/1977 yang pada dasarnya diberikan langsung kepada
Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha~usaha swadaya gotong-
royong masyarakat dalam membangun desanya. '

Pasal 2
(1) Bantiian terdiri atas : '

» Bantuan yang diberikan kepada setia;i desa masing-masing sebesar
Rp 300. 000, ~ (tlga ratus ribu rupiah) ; . <

s

b. Bantuan Keserasmn untuk beberapa’ Propinsi Daerah Tingkat I guna g

menjamin keserasian- ‘pembangunan desa yang didasarkan - kepada
usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swa-
daya gotong-royong desa ;

Ce BantuanKhusus bagi pemenang Lomba Desa.

(2) Penentuan jurhlah Bantuan tersebut pada ayat (1) termasuk besarnya
alokasi Bantuan Keserasian dan Bantuan Khusus bagi tiap~tiap Propm-
si Daerah Tingkat I diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keu~
angan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

) Pasal 3 ’

(1) Bantuan digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang
sukar didapat dan atau tidak tersedia di Desa dalam usaha-usaha pem-~.
bangunan prasarana desa . yang meliputi :

e DIASAYANE seossoese



- (2) Usaha-usaba pembangunan prasarana desa dnnaksud dalam“

a. prasarana produksi desa ; :

b. prasarana perhubungan desa ;- Ty
C. prasarana pemasaran desa dan
d. prasarana sosial desa. .

ayat (1) adalah berbentuk proyek.

. Pasal . 4 . -
Menteri Dala.m Negen bertanggunggawab atas pembmaan dan
penyelenggaraan Bantuan ‘dalam rangka pelaksanaan program .
pembangunan desa dan dalam hubungannya dengan program reglo - ’
Pasal. 5
(1) Meateri Keuangan bertanggtmgjawab atas penyed1aan dana.
_ Bantuan. )
(2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) dﬂékukaﬁ:oleli Kantor
' Besar Bank Rakyat Indonesia, khisus untuk Propinsi Daerah
-. Tingkat I Ivian Jaya dilakukan. oleh Kantor Pusat Bank Ekspor
- Impor Indonesia; masing~masing sebaga:. pemegang Kas d.an )
) berta.nggung;awab atas kelancaran penyaluramya. :

-~ 'Q N -

' 'Pasal 6

' Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industn/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas -
- pengarahan dan keserasian’ perencanaan pemba.ngtman desa .da-
“lam ra.ngka pembangunan Nasmnal. -

S ‘ . -
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Pasal T

Penyediaan Banfuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belama

5 Negara tidak mengurangi :

2. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk ‘menyediakan
dana dalam rangka pembangunan desa ;

~ b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali
"~ dana-dari sumber—sumber lain dalam rangka pembangunan
desa ;

- ¢. Usaha-usaha swadaya gotong~royong masyarakai: desa
yang lam.

Pasal 8 B
Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan, per’sanggun jawaban,
dan hal-hal lamnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan
yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih
lanjut. secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, dan Menteri ‘Negara FEkonomi, Keuangan dan Industri/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mem-
perhatikan ketentuan—ketenman peramran perundang-undangan
yang berlaku

‘\Pasalv 9 ...‘....'...



Pagal 9
" Instruksi Pre31den ini mu1a1 berlaku pada tanggal ditpmu
kan. ) )
, Di’oetapkan di Jakarta
— . - : pada tanggal 31 Maret w078,
~_ . o
;j\,\ o " PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
\\\ ~ B 1,

SOEHARTO

R -~ JENDERAL TNI
Di.§a1in. sesuai aslinya oleh

SEKRETARIAT KABINET.R'I




